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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan di atas, peneliti berhasil

menjelaskan hipotesis dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis memberikan gambaran kategori penilaian variabel kualitas

laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah di Kota Kupang tergolong sangat tinggi dengan

kategori masing-masing 90,90%, 92,86, dan 90,61%.

2. Variabel kualitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif dan

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar nilai

1,972 hipotesis ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh Nurulqisthi (2011), Peggy Shende (2013) dan Salomi J. Hehanussa,

(2015).

3. Variabel aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif

dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar

nilai 1,335 hipotesis ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Marjuki Sagala, (2011).

4. Variabel kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah sebesar nilai 0.022 hipotesis ini mendukung

hasil penelitian yang dilakukan oleh Budi Mulyana (2006).
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6.2 Saran

Penelitian tentang Kualitas Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan

Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota

Kupang, yang akan datang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang

lebih berkualitas, dengan mempertimbangkan saran di bawah ini:

1. Untuk Pemerintah Daerah Kota Kupang, agar tetap meningkatkan

kemampuan dalam penyajian laporan keuangan sehingga menghasilkan

laporan keuangan yang berkualitas agar akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah kota kupang menjadi semakin baik dan benar.

2. Untuk daerah kota kupang, selalu mengupdate atau menginformasikan

laporan keuangan kepada publik (aksebilitas) sehingga akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah Kota kupang dapat terukur.

3. Untuk peneliti lanjutan, diharapkan menambah jumlah responden dan lebih

banyak melibatkan steak holder masyarakat agar lebih banyak data yang

didapatkan lebih akurat.
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